
SALINAN

BUPATI I(TDIRI
PROVIilSI JAITA TIMUR

PERATURAI'{ BUPAT.I KEDiRi
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOI,.AAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DEI.iGAT{- RAHMAT TUiiAT{ I-ANG IvTAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

IVlenimbang a. bahwa untuk meiaksanakan pengelol;aan keuangan Desa
berdasarkan asas transparan., akuntabel, partisipatif serta
diiai<ui<an <iengan tertib dan disipiir anggaran, periu
menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b- bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten l(ediri tanggal
i+ Juii Zo,J l\omor ftn{).az.1_7 i+i8.2+ivfii2a'2J perihai
Rencana Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Transaksi
Non Tunai pada Pemerintah Desa dan Berita Acara tanggal
26 Juli 2023 Nomor L41, I 3586 I +L8.24 /2023 tentang Rapat
J.7^^--r:* ^-j Ta-- --:.-^- T)--^+.,-^- T), --^+: fr^):; +^-L^- -*-^---kSil\t,tlturrlir,sr f crrEcuudur rcrinlurir.rr IrLr}rirLLl ncLlrlJ LE.rrLd.trB r r(Lrrsa
Non -I'urrai pada Pemerintah Desa perLu membentuk Peraturan
Bupati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non
Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

c. bahw-a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
<iaiam huruf a dan huruf b periu menetapi<an Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tenta.ng Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djaw.a
Timur sebagaimana teiah diu-oah ciengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
r)^*1-^-!,.r-^- n^^*^t- l^^-^l^ r.z^l-.,^^+^^ l^t^- T:..^t-,,-'-r-errroeni"uKiii-l Lraerzul-caei-ari KaDupaien calam LlngKungai-l
Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang li{-omor i6 'Iahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogiakarta {tembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik incionesia F{omor'27 sO1;

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara ],ang Bers.ih dan Bebas dari Korupsi,

Koiusi <ian Nepotisme ii,embaran Negara Repubiik indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lcmbaran Negara Republik

indonesia Nsmor 3851i;

3. $ndapg-I-Indang Nomor 39 Tahqrl 1999 tentang Hak- Asasi

Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Noraor 3886);

+. Unciang-Untiang Nomor i2 Tahun z0ii tentang Femirentukan

Peraturan Perundang-undangan (Icmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O11 Nornor 82, ?ambaham Lembaran Negara

Republik Iadonesia lV.ounor 52.34) seba-gaim"aaa te!,ah diuh,ah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undarrg- Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lemiraran Negara Repubiik Incionesia "Tailun 2022 Nomor i43
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang it{omor 6 Tahun 2A14 tentang Desa {tembaran
Negara Repgb!i*1.- Indarresi^a Ta.hun 2Q14 Norsor ?, Tarnbaha:a

Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5495) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nornor 6 Tahun 2*9,3 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta.

Keda menjadi Undang-Undang {I-embaran Negara Republik

indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

F-enuhlik Indanesia Nomor' [956] :

6. Undang-Undang Nomor 23 Ta.hun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor 244, Tanbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587i seiragaimana teiah riiubah iretrerapa icaii teraichir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun ZOZZ tentang

Penetapan Feraturan Femerintah Fengganti Undang-Undang

Nomc'r 2 Tahun 2O2c tentang Cipta Kerja menjadi lJndaxg-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
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7. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara {Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23

Nomor i4l, T'ambahan lembaran liegara Repubiik Indonesia

Nomor 68971;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 43 ?ahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Llndang- Lrndang Nomor 6 Tahun 2Q14 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagairnana telah diubah beberapa. kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor I i T-ahun 2$i9 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemeriatah Nomor 43 Tahun 2Ol+ tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentens l)ese {Iemharan Negara Rcnr--rhlik Indonesia Tahrrn 2n19"c,*.*..-f.*.-^...

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321\;

9. Peraturan Pemerintah Nornar 72 Tahun 2419 &ntang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor i8 'T'ahun 2Oi6

tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik

lndonesia ?ahun 2:819 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara

Penr r hlik l"lrtonesia Nornor 64O21 :

10. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2Al7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah {Lerabaran Negara Repirbiik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 73, Tambahan t-emiraran Negara Repubiik indonesia

Nomor 6Oa1);

11. Peraturan Menteri Datam Negeri lt{ornor 111 Tahun 2A& tentang

Pedoman Tek-r:is Peraturan di Desa {Benta Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O9U;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 8O Tahun 2015 tentang

Penobentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Ind.onesia T"airun 20i5 Nomor 2436i sebagaimana teiair <iiubah

dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Ferubahan Atas Peraturat Menteri Dalam l{egeri Nomor

8Q Tahun 2Q 1 5 tentang Pemhe:rtrrkan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 157];
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 53i;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Administrasi Pemeriutahan Desa {Berita lt{egara Republik

Indonesia Tah,-rn 2Ql6 Non:cr t 100);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun20l6 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2At7 Horaor 89);

16. Peraturan Menten Dalam ffegeri Nomor 2O "fhhun 2A18 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1B Nomor 61li;
L7. Peraturan Menter i Dalana Negen Nc'mor 73 Tahun 2020 tentang

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1496);

1.8. Peraturan Menteri Dalana Negeri Nomor 77 Tahun 2AZA tentang

Fedoman -reknis Pengeioiaan Keuangan Daerah iEerita Negara

Republik lndonesia Tahun 202fr Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 24rc
tenteng Per:nbentuk-*n da:r Susunan Peransket !-teereh

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2A16 Nomor 5, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor LaTl;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor + Tahun 2A23

tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri ?ahun 2023 fromor 4, Tambahan kmbaran Daerah

Kahunaten K-ediri Nomog 18!"!:^u.,,

2L. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa { Berita Daerah Kabupaten Kediri

?ahun 2Al8 Nomor 47 l;

MEIVIU'I'USiiAi'[

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ?Etr?AI{G

TITANSAKSI NON TIJNAI DALA}{

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

PEDOMAN PELAKSANAAN

I}ENGELOI.AA.N ANGGARAN
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati a<iaiah Bupa.ti Kedin.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

u'ilayah yang benyeaang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hal asai usul, aar, i atau hak tradisionai
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Repu blik ladonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerinta.han cian kepentingan masyarakat serempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa arialah Pejabat Femerintair Desa yang mempunyai

wewenan& tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
pernerintatr dan pemerintah daerah.

8. Perangi<at Desa aciaiah unsur staf yang mem'hantu kepaia desa

dalam pen)rusunan kebiiakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam sekretariat d.esa, dan unsur pendukung tugas kepala desa

dalam pelaksanaaa kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
peiaksana tei<nis cian unsur kewiiayahan.

9" Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang angg*tanya

merupakaa wakil dari penduduk Desa berdasarkan

ketenvai<iian wiiayah cian ciitetapkan secara ciemoi<ratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belada Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa,

i i. Rekening ir.as Desa adaiah rekening tempat menyimpurn uallg
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa

dan digur,mkan uatuk me"mba3,'ar seluruh perrgeluaran Desa

dalam 1 isatu) rekening pada bank yang ditetapkan.

12. Penerimaan Desa yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah

uang yaflg masuk ke Rekening Kas Desa.
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13. Pengeluaran Desa yarrg selanjutn-va disebut Pengeluaran adalah

uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.

14. Penciapatan adaiah semua penerimaan Uesa ciaiam t (satul

tahun arlggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

15. Belenja Desa selanjutaya disebut Belanja adalah semua

pengeiuarao yang merupakan kewqjiban Desa ciaiam i isatui
tahun anggaran yang tidak akan diterima kernbali oleh Desa.

16. Transaksi Non 1\rnai adalah pernindahan sejurnlalr nilai uang

dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan insfrumen
-irerupa Aiat Fengeiuaran Bererpa Buicu -Tab,ungan, Kartu, Cek,

Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

Pasatr 2

iii Feiaksaoaan 'I?ansaksi l,ion Ttrnai daiam APB Desa ini
dilaksanakan berdasarkan asas:

a. efisiensi ;
b. efektif ;

c. manfaat; rian

d. keama.nan.

{2} Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada a"yat {1} huruf a

adalah sistem transaksi Non Tunai dalam peneriraaan /
pengeluaran APB fiesa harus bisa dliaiani<an riengan baik tanpa
menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.

{3} Asae efektif *ebagairnana dimaksud ayat {1} huruf a merupakan
pncapaian hasil progreLm dengan target yang telah ditetapkan,
yaitu ciengan cara memiranriingkan keiuaran dengan hasii.

{a} Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (li huruf c

adalah sistem penerirnaan lpengeluaran Non Tunai dalam APB

Desa trarus mernberikan manfaat sebesar-besaffirya bagi
kepentingan Desa dan semua pihak yarrg -nerkepentingan daiam
penerimaanlPengeluaran APB Desa.

{5} Asas keamanan sebagaimana dima}sud pada ayat {1} huruf d
adalah sistem penerimaa:: I pengeluaran Non T\rraai dalam A,PB

Desa memi:eriican jamiaan aias keamanan kepada semua pihak
yang berkepentingan dalam Pengeluaran belanja APB Desa.

Pasa-l 3
"T'ujuan disusunnya Peraturan Eupati ini adaiah mewqjudkan
penerimaan/Pengeluararl APB Desa yang tepat jurnlah, cepat,

aman, efisien, transpara:r. dan akuntabel serta mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi.
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Pasal 4
(U Penerapan sistem Penerimaan danla.tau pembayaran Non Tunai

daiam APBDesa peiaksanaatanya -uekerja sanna dengan piirak
bank yang ditunjuk.

{21 Pihak bank yang ditunjuk sebagaimana rlirnaksud pada ayat (1}

adalah Bank Jatim.
(3i Daiam hai Penerapan sistem Penerimaan danlatau pembayaran

Non Thnai APBDesa pada ayat (1|, maka Pemerintah Daerah
membuat Kesepakatan Bersama {MoU} dengan Pihak Bank
Jatim.

Irasai 5
Ruang lingkup Penerimaan dan Pengeluaran APB Desa dalam
Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. transaksi Penerimaan meliputi:

i. pen<iapatan asii Desa, meliputi:
1. hasil usaha;
2. hasil aset;

3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
+. pendapatan asli Desa l;ain.

ii. transfer, meliprrti:
1. dana Desa;

2. bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
J. aloicasi <iana Desa;

4- bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja
Daerah; dan

5. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja
Daerah Provinsi Jawa T-imur.

iii. pendapatan lain, meliputi :

1. penerimaan dari hasil keda sama Desa;
2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di

Desa;

3. penerimaan dan hibah dan surnbangan dari pihak ketiga;
4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya,

yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggartrn befaian;

5. bunga bank; dar
6. pendapatan lain Desayang sah.

b. transaksi Pengeluaran, melip-uti:
i. Beianja pegawar;

ii. Belanjabarang/jasa;
iii. Belanja modal; dan
iv. Belanja tak terduga.
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BAB II

JBMS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI
.T'RA}i SAKSi NON .TlJ NAi

Bagia3 Kesatu

Iarla Do-o-i*^^*uLiso r viiLiuuffif

Pasal 6

(1) Penerimaan APB Desa wdib melalui sistern Transaksi Non Tunai.

f2) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1|

meliputi:

a. pendapatan asli Desa dari hasil usaha khususnva bagr

hasil badan usaha mitrik Desa;

b. transfer, meiiputi:

U dana Desa;

2l bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
?r ^t^I.^^i ,I^-^ n^^^.\Jf CIjUIL(:-rS! uc-itcL sUr5O.,

4l bantuan keuangan dari anggaran pendapatan betanja

Daerah; dan

5) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan bela4la

Daerah Provinsi Jawa Timur.

c. pendapatan lain, meliputi :

1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;

21 penerimaan dari banruan perusahaan yang 'oerioicasi cii

Desa;

3) penerimaan dan hibah dan sr.mbangan dari pihak ketiga;
/tl l.^-nl-+i !-.^oolol.o- L.ala-ia +^L..- ^^1-^1,.-*,ii t(iituiitri 5.i-:ji*.iiiiii.r;i ijuiitri.ja {E;iuii arigga_i'an ScDciuilr:.:ii'4.

yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun

anggaran berjalan;

5l bunga bank: dan

6l pendapatan lain Desa yang sah.

(3) Jenis psnsrimaan APB Desa Jrang dikecualikan melalui sistem

transaksi Non Tlrnai adalah:

a. hasii aset;

b. swadaya, partisipasi dan gotong rroyons; dan

c. Pendapatan asli Desa,lain.
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Bagran Kedua
Jenis Pengeluaran

Pasai 7
(1) Pengeluaran belanja APB Desa wajib rnelalui sistem Transaksi

Non Tunai.
(2) Pengeluaran beianja APB Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (11 rneliputi:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barangljasa;
c. Belanja nnodal; dan
d. Belanja tak terduga.

,?l r^-:- D^--^1,,^--- arlDT\^^^ J:l-^^.,^1.:t,^-. 
-^I^1,,: 

^:^+^-(\r, uLrrro I t rrSLrLia.r a,lr .'Lr uLJC{ra. Jq.r15 ll.rlt.uLLlq.llfr.cllt llrLrtz,lul r}r{tLuirl

Pengeluaran non T\rnai meliputi :

a. Pengeluaran per transaksi sampai dengan paling banyak
sebesar Rp 2.OOO.O{NI,OO {dua juta r.rpia}ri;

b. Belanja barang/jasa meliputi:
l. Fengeiuaran untuk pemireiian irencia pos; cian
2. Pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak;
c. Belanja modal untuk upah tenaga kerja; dan
d. Beianja tak terduga.

{4} Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud daiam ayat {31

huruf a melebihi Rp. 2.OOO.OOO,OO {dua juta rupiah) tidak
memungkinkan dilaksanakan secara non tunai, maka PIPKD
urengqiukan ke Kepala Desa meagetahui Camat.

{5} Format surat permohonan iztrr transaksi secara tunai
^^t-^-^:-^-^ l:-^I--,,1 -^J^ -,. + ,rl +^-aa<4,,* T ^--:-^- '.^--r5(.rJ(;ttscurul2lla. LlurlELAJLrr.r lJ{Ltla:aJraL t-T, LLIL<X,aILt4trr uq.rriPricul JcraraS

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
{1! Setiap orang yang melakukan transaksi Pengeluaran Belanja

APB Desa dengan Pemerintah Desa melalui Transaksi Non Tunai
harus merniliki nCImor rekening di bank sesuai dengan Rekening
Kas Desa.

(2) Jika rekening di bank penerima tidak sarna dengan rekening kas
-1 --- ---l-- ------l--1--.--.- l-'- .- L.--.--,.f- -. .l'l- -I-- .l--..- 1-- J-ricSA, uiai{a lJtririiJeiJ&itiili if,rAJa El'aiisiei' tirueuarrK4rr racpautl
pihak penerima-

(3) Mekanisme penatausahaan melalui Transaksi Non Tunai
berpedoman pada Peraturan tsupati mengenai Pengelolaan
Keuangan Desa.

BAB IIi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan sistem Transaksi Non Tunai dalam APB Desa.
(2) Pembirraan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} dikoordinasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
dan dilakukan se-cara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
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BAE} IV
KETENTUAN I.AIN-LAIN

Fasal iO
Penerapan sistem Penerimaan dan/atau Pengeluaran Non Tunai
dalam APB Desa dalam pelaksana€uurya bekerja sama dengan pihak
bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal i Januari 2O2+.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Kediri.

n:+a+^-l-^- .l: I1^.l:.-:UILL dll-rAs.lr Ltr t\L.uu r

pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI KEDIRI,

TTD

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD

MOHAIvTAD SOUIilN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2A23 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslin5ra

a.n. SEKRETAzuS DAERAI{
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESE^IAHTERAAN RAKYAT
u.b.

KEPA.I,A BAGIAN HLTKI,IMry
DWI SUDIARTANTI. SH. MH.

Pem-Oina
NrP. 19740120 199803 2 006



LAfo{PiRAN PERATIJRAI\i BUPATI KEDiRi
NOMOR : 65 TAHUN 2023
TANGGAL :29 -12 - 2023

;

dst.

omor

F(}RMAT S{IRAT PERMOHONAN I7-IN TRANSAKSI S}ICARA TI.INAI

ta^A:;I\t;tfil r,

Kepada :

Yth- Sdr. Kepala Desa.

: Permohonan Melakukan
Transaksi T\rnai.

Sehubungan dengan pembayaran :

^^1-^^^- D-scr.rci}ai..r I\P.

sebesar Rp. ........
sebesar Rp.
sebesar Rp.

Salinen sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESE.IAHTERAAN RAKYAT

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KEDIRI,

TTD

I
-t

2
3
4
Belum bisa dilakukan secara non tunai dan nilainnya melebihi
ta- rl rtrtr\ 
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Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,
Camat PIPKD
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